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Pebisnis Migas Siap Gugat UU Pengadaan Lahan

Muhammad Yazid,
Diemas Kresna Duta

JAKARTA. Penerapan Un-
dang-Undang Nomor 2/2012
tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Ke-
pentingan Umum mulai 14 Ja-
nuari 2013 menjadi momok
menakutkan bagi pengusaha
minyak dan gas bumi (migas).
" Sebab, mekanisme dan tala
cara proses pembebasan la-
han seperti yang tertuang da-
lam UU Pengadaan Tangh
berpeluang menghambat akti-
vitas eksplorasi dan eksploita-
simigas, ©+ + © .
Syamsu Alan, Direkur Utz
ma PT Pertamina EP, menge-
takan, di safu sis konizaktor.
kontrak kerjasama (KKKS)
migas dituntut meningkatkan
produksi. Di sisi lain, aturan
ini berpeluarfgimer;gha.mbam
proses pembebasan’ lahan..
"Oleh karena itu; bukan tidak

mungkin kami' akan meng- | anggar

usulkan yji materi, kalau pem-
berlakuan afuran malah mem-
buat kami kontraproduktif,'
kata dia kepada KONTAN,
Senin(48). .

Ja menjelaskan, setiap ta-
hun, kontraktor migas dan
Satuan Kerja Khusus Pelaksa-
na Kegiatan Hulu Minyak dan

(Gas Bumi (SKK Migas) mene-
tapkan rencana kerja dan
anggaran atawa work plan &
budjet (WP&B). Seluruh kegi-
atan kontraktor wyjib dilaku-
kan Dberdasarkan rencana
kerju i anygaran tersebut.
"Tapi, berdasarkan mekanis-
me pembebasan lahan yang
tertuang dulum UU 272012,

Jangkn wakli proses itu paling

ceput 200 harf kerja dan paling
lambat 500 hari kerja. "Itu,
kan, lebih dari setahun pro-
sesnya, dan program kerja
bisa kacay," tutur Syamsu.
‘Menurut dia, sebelumnya
proses pembebasan lahan
rata-rata hanyamembutuhkan
waktu sekitar enam hingga
delapan bulan, Sehingga, ma-
sih cukup wakfu bagi kon--

traktor migas untuk melaksa- -

nakan program kerja sesual”
~dengan komitmen yang tertu-
ang dalam rencana kerja dan
an 4
- Syamsu menjelaskan, lama-
: ya proses tersebut lantaran-
sektor hulu migas ditetapkan
masuk kategori pembebasan
lahan untuk kepentingan
umum. Alhasil, akan melibat-
kan banyak dalam proses
pembebasannya, yakni mulai
dari pemerintah daerah, Ba-
dan _Pertgnahan Nasional

(BPN), hingga ke pengadilan.

Gati rugi saham

Syamsu mengungkapkan,
meskipun slap untuk nieng-
ajukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi (MK),
pilaknya akin herkoordinasi
dlulu dengun SKK Migas, "Un-
tuk wjt tvatert harns ki lo-
kukan bersima dengan SKK
Migas. Kami juga lelah berta-
nya ke BPN, namun fampak-
nya mereka juga masih kebi-
ngungan bagaimana petunjuk
pelaksanaannya (juklak),"
imbuh dia.

Sammy Hamzah, Vice Pre-
sident Indonesian Petroleum
Association (IPA), menilai,
U 22012 utamanya Pasal 33
dan Pasal 36 bertentangan
dengan konstitusi, Pasalnya,
pemilik b dapat mengaju-
ki participating interest
(1) sebugni suatu cara peng-
gt rugh ntas (unuh yang di-
Bebuskin,

Nunun, sejan inf dia masih
perlu mempelajuri aturan
by secara menyeluruh sebe-
lum mengajukan fudicial re-
view, Ta menyatakan, apabila
penerapan UU Pengadaan
Tanah betul-betul mengham-

Departemen Humas-Sekretaris Perusahaan
PT Citra Marga Nusapahal Persada Tbk

bat kegiatan industri migas,
IPA tentu akan membawanya
ke MK. "Kami akan mempela-
jari lebih dulu detailnya, dan |
mekanisme penerapan di la-
pangan akan seperti apa. Ka-
lau aturan ini menghambat,
tentunya bertentangan dengan
UUD 1945 Pasal 33," kata
Summy.

(ide Pradnyana, Sekretarls
Satuan Kerja Khusus Pelaksa-
na Kegiatan Hulu Minyak dan
Gias Bumi (SKK Migas) menja-
min, aturan mengenai ganti
rugi lewat kepemilikan saham
juga tidak akan berlaku di in-
(ustri migas. 1




